GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Dipindai dengan CamScanner



&%

+ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842):

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
tentang Pelaksanaan Pemerintahan di  Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 6B81);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023
Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi

Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota

dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4, Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Bengkulu.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Bengkulu.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Bengkulu.

>
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o Nviabat ndalal Pegawnl yang diber! tugan tertentu di
Bl Retiibivel Dieialy sesunl Peraturan Perundang-
Uiy v bet ko,

Vo Mmdent adalahy selimpulan orang/atau modal  yang
Wenipakan kesatuan, balk yang melakukan usaha
waupun - yang Udak  melakukan  usaha  melipud
Perseivan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
tninnvn, Dadan Usalia Milik Negara (BUMN), atau Badan
Uralin Milik Daeral (BUMD) dengan nama dan dalam
betuk apapun, e,  kongsl,  koperasi, dana
pensiun,  perselutuan, perkumpulan, yayasan,
Oigatiinanl  massd,  organisasl  sosial  politik, atau
ot isant lnfnnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
lermasulk kontrak (nvestast kolektif dan bentuk usaha
letagy,

10, Perangkat Daerall Pemungut yang selanjutnya disebut
D Pemungut  adalalh  Perangkat Daerah  Provinsi
DBengkulu  yang  melakukan  pemungutan  Retribusi
pesurt bidang dan kewenangannya,

11, Kepaln Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya
disebut Kepala PD Pemungut adalah Kepala Perangkat
Daermh Provinsl Dengkulu yang melakukan pemungutan
Retribusl sesual bidang dan kewenangannya,

12, Jasn adalah keglatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, [lasilitas,
atanl kemanfaatan lalnnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan,

13, Reteibusl Jasa Umiim adalah Retribusi atas jasa yang
disedinkan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tyjuan kepentingan dan kemanfaatan umum
werta dapat dintkmati oleh orang pribadi atau badan,

I, Retrdbusl adalah pungutan daerah sebagal pembayaran
nlaa fasa atau pemberian lzin tertentu yang khusus
disedlakan dan/atan diberikan oleh Pemerintah Dacrah
uniuk kepentingan orang pribadi atau badan.

=
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15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah,

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh
wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
retribusi

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang,

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang
disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang
memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
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23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat
Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah
retribusi daerah yang telah ditetapkan.

24, Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya
kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi
sesual dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan
Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum
Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas
waktu yang telah ditentukan.

25.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
organisasi perangkat daerah atau wunit organisasi
perangkat daerah pada organisasi perangkat daerah
dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya.

26. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian
kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali
dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran
yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk
membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi
yang terutang.

27. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas
nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat
Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum
kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

28, Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk
uang dibarikan kepada Instansi yang melaksanakan
pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu
dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
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29. Kedaluwarsa adalah suatu perikatan dengan lewatnya
suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang.

30. Pendaftaran dan Pendataan adalah secrangkaian
kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta
penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi
dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi
Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara
lengkap dan benar.,

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah

32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah
dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II
JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa
Umum yaitu pelayanan kesehatan.
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BAB Il1
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan Retribusi diserahkan dan
menjadi tanggung jawab Kepala PD pemungut.
Pasal 4

Kepala PD pemungut bertugas dan bertanggungawab

untuk:

a. mengusulkan Bendahara  Penerima  dan/atau
Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur,

b. melakukan inventarisasi obyek Retribusi;

c. melaksanakan pemungutan Retribusi,

d. melaksanakan koordinasi dalam melakukan
pemungutan Retribusi; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan
huruf d kepada Gubernur.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 5

Tata cara pemungutan retribusi meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan obyek Retribusi;
penetapan Retribusi;
penagihan Retribusi;
pembayaran Retribusi; dan
pembukuan dan pelaporan Retribusi.
Bagian Kesatu
daftaran dan Pendataan Obyek Retribusi
Pasal 6

(1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi

dari Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan
ampaikan SPTRD berdasarkan jenis obyek

@ & 60 o

Pen

dan meny

Retribusi.
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(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.

(3) SPTRD atau surat  permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap
dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau
kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai
bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi
berdasarkan nomor urut.

(4) Bentuk formulir SPTRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 7

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau surat

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penerimaan

formulir SPTRD atau surat permohonan oleh wajib Retribusi
Bagian Kedua
Penetapan Retribusi
Pasal 8

(1) Berdasarkan SPTRD atau  surat permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),
ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
lalaian dan/atau keterlambatan

(2) Apabila terjadi ke
SPTRD dari wajib Retribusi,

penyampaian kembali
maka PD Pemungut Yang melakukan pemungutan

Retribusi menerbitkan SKRD dengan ketetapan ~ sesuai

ketentuan peraturan perundang*undangan.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data
baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang

menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang
terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(4) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas
penetapan yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut.

o
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(5) Besaran Retribusi terutang  dibltung  berdanarknn
perkalian antara tingkat penggunaan Jasn dengan tarll
Retribusi.

(6) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimakeud padn
ayat (5) merupakan jumlah penggunsan Jasa yang
dijadikan dasar alokasi beban biayn yung dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Jasa yang
bersangkutan,

(7) Tarif Retribusi sebagaimana dimanksud pada ayat (5)
merupakan nilai rupinh yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya Retribusi yang lerutang.

(8) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat ditentukan seragam atau bervarinsl menurut
golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penctapan
tarif Retribusi.

(9) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen '
lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen
tercetak maupun dokumen elektronik,

(10)Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 9

(1) Penetapan Retribusi Dacrah dengan menggunakan
dokumen yang dipersamakan scbagaimana dimaksud
dalam pasal 8 ayat (1), antara lain:

a. karcis;

b. kupon;

¢. kartu langganan;

d. Tagihan BLUD;

e. Surat Pemberitahuan Pembayaran dari Aplikasi
Layanan atau Perizinan Elektronik.

Dipindai dengan CamScanner



=]l -

(2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
persetujuan Gubernur sebagai sarana pemungutan
Retribusi Daerah.

(3) Sarana pemungut Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
a. logo pemerintah daerah;

b. nama badan/dinas/unit/satuan kerja pemungut
retribusi daerah;

¢. nomor dan seri;

d. nilai nominal; dan

e. nomor dan tahun peraturan daerah.

(4) Sarana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya
setelah dibubuhi cap oleh Badan Pendapatan Daerah.

(5) Setiap badan/dinas/unit/satuan kerja pemungut
retribusi daerah harus mengajukan permintaan sarana
pemungut retribusi daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
dan permintaan tersebut harus memuat sekurang-
kurangnya:

a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang
diperlukan;
b. nilai nominal;
¢. nomor dan seri; dan
d. keterangan lain bila dianggap perlu:
(6) Badan Pendapatan Daerah mencatat, membukukan

sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) sebelum diserahkan kepada
badan/dinas/unit/satuan kerja pemungut retribusi.
Pasal 10

Kepala PD Pemungut dapat menerbitkan STRD atau

dokumen lain yang dipersamakan apabila:

a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, dan
SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak

dibayar;

e
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b. dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang
dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

¢. wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa
bunga.

Pasal 11

(1) Pengeluaran Surat peringatan atau surat lain yang
sejenis dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak
Jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib
Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Kepala PD Pemungut.

Bagian Keempat
Pembayaran Retribusi
Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai
dan /atau berbasis elektronik.

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat pelayanan
Retribusi dilakukan dan/atau secara online.

(3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau
dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.

(4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang
dipersamakan, wajib Retribusi membayar Retribusi
kepada Bendahara Penerimaan atay Bendahara
Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut,

(5) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Penerimaan Pembantu PD Pemungut membuat Tanda
Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan
kepada wajib Retribusi.
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(6) Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Gubernur ini.

(7) Bendahara  Penerimaan  dan/atau  bendahara
penerimaan pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja
sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil
penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah
pada PT. Bank Bengkulu.

(8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan

menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang
dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk:
a.Lembar 1 : KASDA;

b.Lembar 2 : Fungsi Pembukuan/Akuntan;

c.Lembar 3 : Bendahara Penerimaan dan/atau

Bendahara Penerimaan Pembantu
d.Lembar 4 : PT. Bank Bengkulu Cabang Utama/
Cabang Pembantu
e.Lembar 5 : PD Pemungut;
f Lembar 6 : Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Bengkulu.

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang

uk, maka hasil penerimaan Retribusi harus

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1

isatu) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribus

ulir Surat Setoran Retribusi Daerah
lain yang dipersamakan.

(10) Dalam hal Retribusi dipungut atas f}:l&j:‘ﬂl'lﬂﬂ Y“fg

mbayaran Retribusi oleh Wajib

diberikan oleh BLUD, p¢ ‘ .
Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesual

(9)
ditunj

dengan mengisi fom
(SSRD) atau dokumen

waktunya atau kurang membayar, Wajib
. dikenakan ganksi administratif berupa bunga
Y pulan darn Retribusi
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terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat] bulan dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(12) Setiap PD  Pemungut wajib menatausahakan
penerimaan dan penyetoran serta
mempertanggungjawabkan pembayaran retribusi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi
Pasal 13

(1) PD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD,
SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan.

(2) Arsip Dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk
setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai
tanggal penerbitan dan nomornya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi  penetapan, penerimaan,  penyetoran,
tunggakan per jenis Retribusi dan secara berkala
dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan,
penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi.

Pasal 14

Laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan

tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3), diatur sebagai berikut:

bendahara penerimaan pembantu yang melakukan
pemnungutan Retribusi setiap bulan paling lambat
tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib m:nyampmkan
laporan bulanan dari hasil penetapan, rcul.laa‘m
penerimaar, penyetoran dan tunggakan per | jenis
Retribusi yang dikelola kepada Bendahara Penerimaan
PD Pemungul dan tembusan laporan kepada Kepala PD

Pemungut;

——
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b. bendahara penerimaan pada PD Pemungut setiap bulan
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib
menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan,
realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per
jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;

¢. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya wajib melaporkan penerimaan Retribusi dan
tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya
kepada Gubernur;

d. bentuk formulir laporan PD Pemungut sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

BABV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang batas
walktu bagi wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau
memakai jasa objek Retribusi.

Pasal 16
Sgat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI

KETETAPAN,
ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN
Pasal 17
mengajukan permohonan

Dipindai dengan CamScanner
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(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
penghapusan atau pengurangan sanksi administratif
berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kelalaian
Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi
yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan,
penghapusan atau pengurangan sanksi adminstratil
dan pembatalan Retribusi tidak menunda pembayaran

Retribusi.
BAB VII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali
jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan.

uan keberatan tidak menunda kewajiban

(4) Pengaj
dan pelaksanaan penagihan

membayar Retribusi

Retribusi.
(5) Kepala PD pemungut harus memberikan keputusan

atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(6) Keputusan Kepala PD Pemungut atas k:cllneramn dal;p:t
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolax,
atau menambah besarmys Retribusi yang terutang.

Dipindai dengan CamScanner
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(7). Apabila telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Kepala PD Pemungut tidak
memberikan keputusan, maka permohonan keberatan
tersebut dianggap dikabulkan.

BAB V111

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 19

Wajib Retribusi mempunyai hak atas perhitungan
pengembalian  pembayaran Retribusi dan dapat
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi kepada Gubernur.

Surat  permohonan  pengembalian  kelebihan
pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:

nama dan alamat wajib Retribusi;

. masa Retribusi;

jumlah pengembalian;

bentuk pengembalian; dan

bukti pembayaran Retribusi.

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran  Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur tidak
memberikan ~ keputusan, maka pcrmnhunan'
nggmhaﬁan kelebihan  pembayaran Retribusi
dianggap dikabulkan dan dan da]at{l jangka waktu
paling Jama 1 (satu) bulan harus ditl:r.httkﬂn SKRDI:.B‘ |
Apabila wajib Retribusi mempun:,m‘l ul-ang Rﬂ!inbllﬂl
lainnya kelebihan pembayaran Retribus! ﬂﬂhﬁﬁaﬂﬂﬂ“ﬂ
ud pada ayat (1), langsung diperhitungkan

imal ghan
untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi

¢ B 0 T B

tersebut.
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™) Dalam  wakiy pallng lnman 2 (dun)  bulan nejak
titerbitkannyn BKRDLIY maka pengembalinn keleblhan
pembayaran  Retelbunl  harun  diberlkan  dengan
menerbitknn Burat Perlntaly Membayar,
(1) ke pengajuan keberatan  diterlma  sebaglan  atau
selurahnga, lieleblhan  pembaynran Retribunl
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebenar |
0.6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung yang
lebil dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan
merta baginn darl bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,
Pemberian imbalan bunga 0,6 % (nol koma enam
persen)  webagalmana  dimakeud  pada  ayat  (7),

dibobankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah,

(%)

(7)) Imbalan bunga sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung  scjuk  bulan  pelunasan sampai  dengan
diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 20

Apabila  kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan

dengan utang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (5) maka pembayarannya dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dan  bukt pemindahbukuan berlaku

sebagai tanda bukti pembayaran.
BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung scjak saatl terutangnya Retribusi kecuali jika
wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan  Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau
b. nda pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi

(2)

baik langsung maupun tidak langsung.
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(3) Dtalnm hal diterbitkan surat teguran sebagaimana
dimaksyg Pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa
pengihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
{eguran tersebuyt,

Pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi secara
1ﬂnfaung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
w'ﬂhh RttﬁhUEi ﬂgnm kcﬂﬂdﬂfﬂ.‘l‘ﬂi}"ﬂ mﬂﬂ}’atﬂ-kﬂn

masi )
sih mempunyaj utang Retribusi dan belum
m:lunasin}ra_

(4)

(5) Pengaky _
2 a0 utang Retribusi dari wajib Retribusi secara

:2::[ 1:11::11113 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran  atay penundaan  pembayaran dan
permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.
Pasal 22

(1) Piutang Retribys; yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala PD Pemungut dan satuan kerja yang melakukan
pemungutan Retribusi daerah mengajukan
penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Gubernur.

(3) Penghapusan  piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah
Provinsi Bengkulu tahun 2021 Nomor 13), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 24
Pnl‘:ralurnn Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar  setiap orang mengetahuinya. memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Benghkulu
pada tanggal 9-4-2025
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H.HELMI HASAN
piundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11-4-2025
pj, SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.
H. HERWAN ANTONI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDR{ D@NAN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750825 200502 1 005

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN

RETRIBUSI JASA UMUM

BENTUK FORMULIR SPTRD / PERMOHONAN
@ BENGKULU
M Retribusi :
NAMA PD asa Retribusi
........................................ Tahun Retnibusi :
—-___'___.---""_
SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)
Kepada
Yth. Kepalf .....ccccinnmssssssnssasnsssssssansasnsssnnssnssns
di
Eiiaxassssiags s YTTITITIITI TNy wy TN A r T IS NN
Yang bertanda tang,a.n dibawah ini kami
) 11 A TR LI
AIRIMEL § srtareiiimeititeem s e P S AT NS AT TR ALY R ae AR AN
M.-,mbentahukan bahwa kami mengajukan permohonan (pemakaian/pemanfaatan izin)
.................................................................. berupa :
Obyek REIIDIEL 5 icisimmmaimisiiaiihsie s s st A A A A SR RS SR A LA A H IS AR S SRR TR v
Luas [ Jumlah = I s L S SRS St as s R e e
Penggunaan UNtK  § i sssssisissssastasss s st s s s s s e s
Jangka waktu B i R R S A R AR AR
Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi uesua.‘} : Sebagaimana
d:Ttur dalam PERDA Provinsi Bengkulu No : 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan
Retnbusa Daerah
aqala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan

enanggung Eantmn
il o istrasi termasuk sanksi-sanksi uaumdcnganlmtmmm

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. HELMI HASAN

&ﬁmaﬂ sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HE“DJ/‘ZN S.H.,M.H

Pembina Tk. 1 (Iv/b)
L 19750825 200502 1 00
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LAMPIRAN Il
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA UMUM
——="  PEMERINTAH PROVINS] BENGKULY Nomor :
@ NAMA PD.......... TP s
L SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAR (SKRD)
- —
FH" HI" N—— :]
Jatuh Tempo :
Ta
—-%—' Avat Jenis Retribusi Jumlah (Rp)
- pumlah Ketetapan Pokok
WJumlah Sanksi :a, Bunga
b._Kenaikan _

Jumlah Keseluruhan | i
E@g huruf
| PEMBAYARAN l

!

k: Pemh?)mdﬂahﬂmnpadaRdmnjngKHUmumDamhlntmdnhnm
Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada OPD yang melakukan
pemungutan Retribusi Daerah,

2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 1% perbulan.

3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD / SKRDKBT
diterbitkan.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1 R —
) PD / Unit Kerja
Keterangan
Lembar | : Wajib Retribusi o
Lembar 11 : Seksi / Petugas PD Pemungut yang menangani Retribusi

Lembar 111 : Arsip GUBERNUR BENGKULU,

ttd.
H. HELMI HASAN

B'Q]‘-l'L&I'I sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDR nim. S.H,MH

Pembina Tk. I (IV/b)
. 19750825 200502 1 005
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TENTANG

PEM UNGUTAN

\pA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA UMUM
1A

=4 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULG

--------------------------------
T

\.‘ﬂ.‘-—-—_
Telah terima dari Wajib Retribusi - .
|, Nama S

2. ﬁlﬂﬂiﬂt .--!llu--"-u.--.u i
3. Jumlah Uang : Rp

(dengan huruf)

----------------------------------------------------------------------------------

4 Untuk membayar  : Eﬂﬁ'& by ey aa ey e
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Nomor SKRD  i...ccovceevicrinscrenssensssssisssessssssnsrnssssssssssassssssssass

5. Obyek Retribusi

Jumlah : Rp

Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu

-
lllllllllllllllllllllllllllll

------
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

......
.......................................

Eminan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

KUM
Eﬂnwzzﬂ. S.H.M.H
1 005

H
Pembina Tk. I (IV/D)
NIP. 19750825 200502 1
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RAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUS] DAERAY
8.7 bEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

@ RAMA P ccoiisconsisisivitssstoemmenmare

i

1

|‘Il|l1|!|rvl|r|||||

LAPORAN - PENERIMA AN

BULAN . DAN PENyETORAN RETRIBUSI DAERAH

PD
o. JENIS PUNGUTAN PENERIMAAN = - | .&m
: —— 3 e . 4 = 3/D S/D BULAN YANG BULAN INI S/D BULAN KETERANGAN
1 2 mmcr._: .,,. q 5

JUMLAH

L Lembar]l : PD Pengelola Retribusi
 Lembarll h—ﬂﬁw_—u
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T—
r#ju_ﬂ.}z TUNGGAKAN
c PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

R
LAPORAN TUNGGAKAN N
BULAN RETRIBUSI DARR A
PD
R TUNGGAKAN YANG KETETAPAN G
2O 4
- ,_Wﬂ.wmz PENERIMAAN TUNGGAKAN KETERANGAN
PUN
2 : 3 . m%. . 5 » MM. OBYEK | R | oBvEk RP OBYEK | RP
=3 ! 815 o 10 11 12 13
— JUMLAH

temharl  PD Pengelola Retribusi KEPALA PD PEMUNGUT
* L = Eﬁ e L = srFrammmmEmE

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. HELMI HASAN
mn...:H: sesual dengan aslinya
“ZPALA BIRO HUKUM,

ﬁ% S.H.M.H
Tk 1 (IV/b)

NIP. 19750825 2005022 1 005

Dipindai dengan CamScanner



